
 

0 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Salah satu indikator yang dapat mewujudkan kesejahteraan negara adalah 

pembangunan yang merata di segala bidang termasuk pembangunan infrastruktur. 

Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh 

pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla dalam rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 menekankan pentingnya akselerasi untuk 

proyek strategis nasinal seperti infrastruktur salah satunya pembangunan jalan tol. 

Seiring perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar jalannya 

pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah memerlukan tanah yang 

cukup luas akan tetapi pemerintah semakin sulit melakukan pembangunan untuk 

kepentingan umum di karenakan melonjaknya harga tanah, sehingga untuk  

mengendalikan harga tanah yang merupakan salah satu tugas dalam rangka 

kebijakan pertanahan, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui berbagai 

cara dan teknik, salah satunya dengan pengadaan tanah. namun pada 

kenyataannya, pembebasan tanah menjadi salah satu kendala utama terkait hal 

tersebut. 

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berlaku sejak ditetapkan 

Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebelumnya berlaku 
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Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993, perolehn tanah untuk kepentingan 

umum ditempuh melalui pencabutan hak atas tanah atau pembebasan tanah.1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan landasan 

yuridis bagi pemerintah untuk melakukan pembebasan tanah. peraturan 

perundang-undangan pengadaan tanah dapat mengatasi berbagai persoalan yang 

timbul selama ini dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan 

pemerintah, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai prinsip 

dasar yaitu demokratis, adil, transparan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

serta mengedepankan asas musyawarah sehingga diharapkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 dapat menjadi titik temu antara masyarakat pemilik tanah 

dengan pemerintah yang memerlukan tanah, pada akhirnya terbangun partisipasi 

masyarakat dalam mendukung proses pembangunan untuk kepentingan umum 

yang dilaksanakan oleh pemerintah.2 

Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, maka implementasi 

pengadaan tanah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana telah diatur 

dalam  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum3, yakni sebagai berikut: 

1. Kemanusiaan; 

2. Keadilan; 

 
1 Suyanto, Hapusnya hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan 

Tanah. 
2 Hasil Wawancara penulis dengan Ir. Ambardy Efendy, M.Si Pejabat Pembuat 

Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari. 
3  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 
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3.  Kemanfaatan; 

4.  Kepastian; 

5.  Keterbukaan; 

6.  Kesepakatan; 

7.  Keikutsertaan; 

8.  Kesejahteraan; 

9.  Keberlanjutan, dan 

10. Keselarasan.  

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan 

Peraturan Pelaksanaan yang menjadi dasar hukum untuk memperoleh tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) yang diketuai oleh 

Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanah Nasional Provinsi. Dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi dapat melimpahkan kewenangannnya kepada 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan 

Tanah (PPT). Perolehan tanah dalam pengadaaan tanah untuk kepentingan umum 

ditempuh melalui pelepasana hak atas tanah oleh pihak yang berhak menerima 

ganti kerugian. 

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat musyawarah 

antara pihak yang berhak atas ganti kerugian dengan Pelaksana Pengadaan Tanah 

(PPT) dan instansi yang memerlukan tanah. musyawarah dipimpin oleh Ketua 

Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) atau pejabat yang ditunjuk. Maksud dilakukan 
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musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bentuk dan/atau besar ganti kerugian 

sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemberian ganti 

kerugian dapat diberikan dalam bentuk:  

1. Uang;  

2. Tanah pengganti;  

3. Permukiman kembali;  

4. Kepemilikan saham; atau  

5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat beberapa 

kendala yaitu adanya pihak-pihak tertentu yang keberatan atas pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum dapat menjadi penghambat atas keberhasilan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah harus mendapatkan apa yang sudah 

menjadi haknya yaitu ganti rugi yang adil tatkala melepaskan hak atas tanahnya. 

Hak atas tanah oleh individu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara 

seimbang oleh pemerintah.  Maria somardjono mengatakan ganti kerugian dapat 

disebut adil apabila keadaan setelah pengambilan tanah paling tidak kondisi sosial 

ekonominya. Setara dengan keadaan sebelumnya, disamping itu ada jaminan 

terhadap kelangsungan hidup mereka yang tergusur. Dengan kata lain, asas 

keadilan harus dikonkritkan dalam pemberian ganti rugi, artinya dapat 

memulihkan kondisi sosial ekonomi akan tanah dan masyarakat yang tanah 
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sebelumnya.4 Dapat dikatakan sering terjadinya kasus pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan maka bentuk dan besaran ganti rugi menjadi persoalan 

utama. Seringkali terjadi warganya yang tanahnya terkena dalam rencana 

pembangunan dalam kenyataan menolak untuk bentuk dan besaran ganti rugi dan 

bahkan menolak untuk melakukan negosiasi apapun.  

Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai besar dan atau bentuk dari 

ganti kerugian antara pihak yang berhak dan intansi yang memerlukan tanah, 

untuk menyelesaikan masalah ganti kerugian  dapat dilakukan beberapa cara 

menetapkan ganti kerugian yang dapat disepakati oleh para pihak, seperti 

penetapan ganti kerugian oleh panitia pengadaan tanah, pengajuan gugatan ke 

pengadilan, dan beberapa cara lain agar dapat timbul suatu kesepakatan mengenai 

ganti rugi tersebut. Apabila dengan cara-cara seperti yang tersebut di atas masih 

tetap saja tidak membawa hasil, maka dapat digunakan alternatif penyelesaian lain 

dengan cara penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri.  

Saat ini penyelesaian pengadaan tanah dengan penitipan ganti kerugain di 

Pengadilan dikenal dengan istilah konsinyasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 38 

dan Pasal 42  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sebagaimana berikut: 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012: 

1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya 

Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).  

 
4 Achmad Rubae, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2001), h. 21. 
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2.  Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian 

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 

pengajuan keberatan. 

3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.  

4. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. 

5. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada 

pihak yang mengajukan keberatan. 

 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012: 

1. Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti 

Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di 

pengadilan negeri setempat. 

2. Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

juga dilakukan terhadap: 

a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui 

keberadaannya; atau 

b.  Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 

1) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 

2) Masih dipersengketakan kepemilikannya; 

3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 

4) Menjadi jaminan di bank. 

 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu 

pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Depok – Antasari, yaitu berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1959 

Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Keputusan 

Gubernur Nomor 1177 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk 

Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari dan Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 620/1278-Pemum/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang 
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Pembaharuan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari serta instansi yang memerlukan tanah 

yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal 

Bina Marga. Pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari sepanjang 21 kilometer 

akan menghubungkan 3 kota yaitu Jakarta–Depok–Bogor dan terkoneksi dengan 

JORR II, pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. 

Tahap I pembangunan Antasari–Bridgif sepanjang 5,8 kilometer, Tahap II 

pembangunan Bridgif–Sawangan sepanjang 6,3 kilometer dan Tahap III 

pembangunan Sawangan–Bojong Gede sepanjang 9,5 kilometer. Saat ini Tahap I 

telah diresmikan sejak 27 september 2018, Tahap II direncanakan akan beroperasi 

pada tahun 2020 dan Tahap III akan beroperasi pada pertengahan 2021. 

Berikut terlampir  Form Monitoring Progres Kegiatan Pengadaan Tanah 

Jalan tol Depok–Antasari pada tanggal 20 April 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.22 4413.00 151.12 2661.00 107.05 987.11 966.97

I 8.03 1415.00 52.01 1288.00 47.58 671.82 642.16

A

2.80 501.00 12.10 496.00 12.10 99.00 100.00

1.49 101.00 3.17 101.00 3.17 100.00 100.00

70.00 2.12 67.00 2.04 95.71 96.09

0.68 104.00 6.69 78.00 2.99 75.00 44.70

8.00 0.26 8.00 0.26 100.00 100.00

B

Kel. Pangkalan Jati Baru 2.01 426.00 16.89 426.00 16.89 100.00 100.00

Akses Jalan Ibnu Armah 95.00 0.66 2.00 0.01 2.11 1.37

Kel. Gandul 1.05 110.00 10.13 110.00 10.13 100.00 100.00

Akses Jalan Erha 110.00 0.54 52.00 0.25 47.27 45.27

II 6.48 1315.00 56.57 1314.00 56.50 299.85 299.76

A

3.05 646.00 29.65 645.00 29.58 99.85 99.76

1.48 315.00 11.66 315.00 11.66 100.00 100.00

1.95 354.00 15.27 354.00 15.27 100.00 100.00

III 8.71 1683.00 42.54 59.00 2.97 15.45 25.05

A

1.65 382.00 11.85 59.00 2.97 15.45 25.05

1.55 399.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00

2.68 160.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00

B

1.48 380.00 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35 362.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00
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2     Kel. Grogol

KECAMATAN PANCORAN MAS

1     Kel. Rangkapan Jaya

SEKSI III SAWANGAN - BOJONG GEDE

2

2A

SEKSI II BRIGIF - SAWANGAN

KOTA DEPOK

KECAMATAN LIMO

2     Kel. Cipedak (IC)

KOTA DEPOK

KECAMATAN CINERE

1

1A

2     Kel. Pondok Labu

KECAMATAN PASAR MINGGU

1     Kel. Cilandak Timur (IC)

KECAMATAN JAGAKARSA

1     Kel. Ciganjur

SEKSI I ANTASARI - BRIGIF

KOTA JAKARTA SELATAN

KECAMATAN CILANDAK

1     Kel. Cilandak Barat
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Proses pengadaan tanah jalan tol Depok–Antasari terdapat beberapa kendala 

yaitu beberapa warga menolak untuk menerima ganti kerugian berdasarkan hasil 

musyawarah ganti kerugian, Pada tahun 2016 diketahui terdapat 2661 (dua ribu 

enam ratus enam puluh satu) yang terkena objek pengadaan Jalan tol depok -

antasari yang terdiri dari orang maupun badan hukum dengan dasar berbagai alas 

hak seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Wakaf dan SK 

Kinag. Mayoritas dari pemilik dan/atau yang menguasai atas tanah-tanah tersebut 

pada hakekatnya menyetujui besaran harga yang ditetapkan dalam musyawarah 

pelaksanan pengadaan tanah kecuali 85 (Delapan Puluh Lima) pemilik hak atas 

tanah yang tidak menyetujui dan/atau tidak adanya kesepakatan dengan pelaksana 

pengadaan tanah yang menyangkut dengan nilai ganti kerugian dan 189 (Seratus 

Delapan Puluh Sembilan) merupakan objek sengketa di pengadilan. 

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan alasan 

untuk kepentingan umum, pemerintah melalui pelaksana pengadaan tanah dapat 

menentukan secara sepihak besarnya ganti kerugian dan kemudian menitipkan ke 

Pengadilan Negeri setempat melalui prosedur penitipan ganti kerugian ke 

pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke 

Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum.  

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No.l6- l/6.31.74.300/SetP2T/ 

Desari/IX/2015 tanggal 22 September 2015 jo Berita Acara Pihak yang Berhak 
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Menolak  Bentuk  dan/atau  Besarnya  Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil 

Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan No.17/ 

6.31.74.300/SetP2T/Desari/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari beberapa Kelurahan 

yang terkena pembebasan lahan untuk kepentingan umum pembangunan ruas 

Jalan Tol Depok- Antasari dan diantaranya Kelurahan Cilandak Barat di mana 

terletak tanah tersebut terdapat 69 bidang tanah dan hanya 8 bidang saja yang 

tidak bersedia menerima ganti kerugian sebagai berikut: 

1. Ziaul Haq berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05345 

tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 314 dalam Daftar Nominatif 

Urut: 40 yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, 

Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang 

terkena pembebasan seluas ± 75 M2. 

2. Slamet berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05350 tercatat 

dalam Peta Bidang Tanah NIB : 317 dalam Daftar Nominatif Urut : 41 

yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan 

Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang terkena 

pembebasan seluas ±  119  M2. 

3. Rita Yuniarti berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05343 

tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 320  dalam  Daftar  Nominatif 

Urut: 42 yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, 

Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang 

terkena pembebasan seluas ±  608 M2. 
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4. Suwarno berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05342 

tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 332 dalam Daftar Nominatif 

Urut: 44 yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, 

Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang 

terkena pembebasan seluas ±  102  M2. 

5. Esterina berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05336 tercatat 

dalam Peta Bidang Tanah NIB : 334 dalam Daftar Nominatif Urut: 45 

yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan 

Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang terkena 

pembebasan seluas ±  189  M2 

6. Rosidi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05333 tercatat 

dalam Peta Bidang Tanah NIB : 337 dalam Daftar Nominatif Urut: 47 

yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan 

Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang terkena 

pembebasan seluas ±  163  M2. 

7. Soedoro berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05333 

tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 337 dalam Daftar Nominatif 

Urut: 47 yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, 

Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang 

terkena pembebasan seluas ±  163  M2. 

8. Soeparno berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05327 

tercatat dalam Peta Bidang Tanah NIB : 343 dalam Daftar Nominatif 

Urut: 48 yang terletak di Rt. 013/001 Kelurahan Cilandak Barat, 
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Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanah yang 

terkena pembebasan seluas ± 90 M2. 

Para pihak yang berhak menolak dapat mengajukan keberatan berdasarkan 

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu: 

“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya 

Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1).”  

 

Namun dalam 14 (hari) Para Pihak yang menolak besar ganti kerugian 

tersebut tidak mengajukan keberatan kemudian Instansi yang memerlukan tanah 

yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tim Pengadaan Tanah  Ruas Jalan Tol 

Depok Antasari  mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Peraturan 

Presiden Tahun 2012, sebagai berikut: 

“Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan 

tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua 

pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan 

umum”. 

 

Penitipan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait 

pengadaan tanah salah satunya putusan penetapan Nomor 01/CONS/2016/ 

PN.JKT.SEL tertanggal 19 Agustus 2016  atas nama pemegang hak atas tanah 

Ziaul Haq, Slamet, Rita Yuniarti, Suwarno, Esterina (Kuasa Waris Alm. 

Wakiman), Soedoro dan Rosidi karena tidak terjadinya kesepakatan antara 

pelaksana pengadaan tanah antara pelaksana pengadaan tanah jalan tol Depok – 

Antasari dengan pemegang hak atas tanah terkait dengan bentuk dan besarnya 
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ganti rugi tersebut. Bahwa setelah adanya permohonan dari PPK Tim Pengadaan 

Jalan Tol Depok Antasari, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan 

permohonan penitipan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Penetapan 

No.01/Eks.CONS/2016/ PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Agustus 2016 dengan pemohon 

eksekusi  PPK Tim Pengadaan Jalan Tol Depok sebagai Pemohon  melawan 

dengan Ziaul Haq sebagai Termohon I, Slamet sebagai Termohon II, Rita Yuniarti 

sebagai Termohon III, Suwarno sebagai Termohon IV, Esterina sebagai 

Termohon V, Soedoro sebagai Termohon, VI Rosidi sebagai Termohon VII dan 

Soeparno sebagai Termohon VIII. 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatakan “Pada saat 

pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian 

Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang 

Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan 

tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.”  Sehingga, akibat 

hukum pemutusan hubungan hukum terhadap hak atas tanah yang ganti kerugian 

dititipkan di Pengadilan Negeri tersebut. Tim PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol 

Depok–Antasari mengerluarkam surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan 

Hukum berdasarkan Penetapan No.01/Eks.CONS/2016/ PN.Jkt.Sel. tanggal 9 

Agustus 2016 kepada Ziaul Haq, Slamet, Rita Yuniarti, Suwarno, Esterina (Kuasa 

Waris Alm. Wakiman), Soedoro dan Rosidi.  
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Pada tanggal 22 Agustus 2016 telah dilakukan penyetoran atas uang ganti 

kerugian atas tanah milik untuk Ziaul Haq, Slamet, Rita Yuniarti, Suwarno, 

Esterina (Kuasa Waris Alm. Wakiman), Soedoro dan Rosidi ke Kas Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikeluarkan  Surat  Pemberitahuan 

Pemutusan Hubungan Hukum tersebut. Namun, Pemilik Hak Atas Tanah yang 

terkena pembangunan untuk kepentingan umum ruas jalan tol Depok – Antasari 

tidak bersedia melakukan pengosongan tanahnya dan mengajukan gugatan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan  tuntutan dan permohonan penetapan 

penitipan harga penawaran sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan Nomor: 01/CONS/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Agustus 

2016 tidak sah dan dibatalkan dan memerintahkan kepada PPK Tim Pengadaan 

Tanah Jalan Tol Depok Antasari untuk mengappraisal kembali besaran ganti 

kerugian atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat oleh karena penetapan 

harga yang ditawarkan sebelumnya jauh dari nilai harga wajar dan kepatutan. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Putusan 

704/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2017 menyatakan menolak atas 

gugatan Para Penggugat tersebut dan putusan ini telah memiliki kekuatan hukum 

mengikat tetap pada tingkat banding Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 

714.Pdt/2017/PT.DKI tertanggal 18 Februari 2018  dengan amar putusannya 

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 704/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 

Mei 2017”. 

Untuk itulah maka penulis tertarik untuk mendalami persoalan penitipan 

ganti kerugian dipengadilan negeri dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan 
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untuk kepentingan umum. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis 

tertarik membahas dan menganalisis penitipan ganti kerugian di Pengadilan 

Negeri dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari 

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 714.Pdt/2017/PT.DKI), 

dengan cara melakukan penelitian baik kerpustakaan maupun studi dokumen dan 

wawancara. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, , maka penulis mencoba 

mengkaji hal ini dalam thesis yang berjudul  “Penitipan Ganti Kerugian Di 

Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 

Depok–Antasari (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  Nomor 

714.Pdt/2017/PT.DKI)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan pokok yang akan 

dibahas adalah:    

1. Bagaimana penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dalam 

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Depok – Antasari? 

2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 

714.Pdt/2017/PT.DKI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti dan 

menemukan akar permasalahan penyebab hancurnya peternak rakyat, serta 

merumuskan jawaban atas identifikasi masalah yang dikemukakan. Selain itu, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menggambarkan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri 

dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Depok - Antasari.  

2. Untuk menggambarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 

714.Pdt/2017/PT.DKI .  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi 

dunia hukum terutama bagi praktisi dan masyarakat yang terlibat dalam proses 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya 

permasalahan mengenai penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam hal 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini diharapkan dapat 

meberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1.  Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi  perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan kajian 

penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta bermanfaat dalam menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan perkembangan bidang hukum terkait proses 

penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri  (konsinyasi), khususnya terkait 



 

 
 

16 

penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. 

2.  Manfaat praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaksana 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta masyarakat 

yang memiliki atau menguasai tanah yang akan digunakan bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

Penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II   :  TINJAUAN UMUM 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Landasan 

Hukum Pengadaan Tanah, Asas Pengadaan Tanah, Tata 

Cara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, serta Konsinyasi dalam Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
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BAB III   :  METODE PENELITIAN  

   Pada bab ini penulis akan menguraikan Metode Penelitian 

yaitu metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Tahap 

Perolehan Data Penelitian, Analisis Data serta Lokasi 

Penelitian. 

 

BAB IV   :   PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

   Dalam bab ini penulis akan menganalisis bahasan pokok 

permasalahan yang penulis ajukan Penitipan Gant 

Kerugian di Pengadilan Negeri untuk Pembangunan Jalan 

Tol Depok–Antasari serta Putusan  Pengadilan Tinggi 

Nomor 714/Pdt/2017/PT.DKI. 

 

BAB V   :  PENUTUP 

   Pada bab ini penulis akan akan memberikan kesimpulan 

dari apa yang telah diteliti serta saran-saran penulis yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 


